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PENDAHULUAN

Masalah hukum yang signifikan untuk NFT adalah hak kekayaan intelektual. NFT menetapkan
kepemilikan tetapi tidak memberikan perlindungan merek dagang atau hak cipta. Konflik
hukum dapat timbul jika pencipta atau pemilik materi tidak diberikan kredit atau kompensasi
yang sesuai.

Kekhawatiran pajak bisa muncul dengan NFT. Indonesia memungut pajak atas keuntungan
bitcoin, pendapatan, dan PPN. NFT adalah jenis aset baru, dan tidak jelas bagaimana mereka
akan dikenai pajak. Di bawah aturan AML dan CTF, pertukaran mata uang kripto dan pelaku
pasar lainnya diwajibkan untuk mengonfirmasi identitas pelanggan dan melaporkan transaksi
mencurigakan kepada penegak hukum. Undang-undang NFT di Indonesia masih terus
dikembangkan, dan masih banyak ketidaktahuan dan kesulitan.[1]

TULISAN UTAMA

Teknologi Blockchain sangat penting untuk keberadaan NFT. Blockchain sebanding dengan
buku besar digital publik yang melacak semua jenis transaksi digital. Karya digital dapat
diberi token khusus menggunakan NFT, yang kemudian dapat didaftarkan di Blockchain
sebagai bukti kepemilikan. Setiap NFT ditransfer, seniman karya digital dapat langsung
mengumpulkan royalti berkat teknologi blockchain.

Representasi digital khusus dari suatu aset yang dapat diperdagangkan menggunakan teknologi
blockchain disebut NFT (Non-Fungible Token). NFT dapat memiliki berbagai implikasi pada
perlindungan merek dagang tergantung bagaimana penggunaannya dalam penjualan. Karena
NFT hanyalah representasi digital dari suatu aset, bukan merek itu sendiri, perlindungan merek
dagang umumnya tidak terpengaruh oleh NFT. Biasanya, perlindungan merek dagang berlaku
untuk nama, logo, atau simbol yang secara khusus membedakan perusahaan atau produk
tertentu. Namun, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan terkait NFT dan perlindungan
merek dagang.[2]

Merek dagang dalam Seni NFT: NFT sering digunakan dalam konteks seni digital, di mana
mereka digunakan untuk mewakili karya seni yang eksklusif dan unik. Jika merek dagang
digunakan dalam seni digital yang diwakili oleh NFT, pemiliknya bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa merek tersebut digunakan secara legal dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman konsumen. Pemalsuan NFT: Terlepas dari kenyataan bahwa teknologi
blockchain yang digunakan untuk membuat NFT membuatnya sulit untuk disalin, NFT palsu
masih dapat dibuat dengan mengeksploitasi merek dagang yang terdaftar secara ilegal.[3]
Penggunaan Merek Dagang di Pasar NFT: Pasar NFT adalah platform perdagangan online
untuk NFT. Merek dagang dapat digunakan pada platform ini sehubungan dengan penjualan
NFT, seperti untuk mengiklankan NFT yang dilisensikan ke merek dagang tertentu. Dalam
situasi ini, pemilik merek dagang perlu memastikan bahwa merek dagang mereka digunakan
secara legal dan tanpa merugikan mereka di pasar NFT. Secara keseluruhan, Adopsi teknologi
NFT telah memungkinkan pertukaran berbagai macam barang digital, termasuk tweet, lukisan
digital, film, dan ikon khas yang dihasilkan komputer. Paling umum, NFT dipertukarkan
sebagai aset spekulatif atau dibeli untuk alasan penagihan. Namun, NFT sering digunakan oleh
pihak ketiga untuk memasarkan karya seniman tanpa persetujuan mereka. Tidak ada keraguan



bahwa ada minat yang signifikan terhadap NFT, karena $10,7 miliar diperdagangkan secara
internasional pada kuartal ketiga tahun 2021, terlepas dari kekhawatiran tentang moralitas
transaksi NFT. Agar lebih mudah mengidentifikasi penerbit token, penulis, dan pemilik
akhirnya, setiap karya yang telah dijual sebagai NFT akan diberi kode khusus.[4]

NFT adalah karya seni yang unik karena dapat dikumpulkan dan tidak dapat disalin. Ketika
pelanggaran hak cipta terjadi di NFT, pelaku tidak hanya bertanggung jawab sebagai pihak
yang melakukan pelanggaran; pihak dari pasar NFT juga bertanggung jawab. Hal ini penting
untuk diingat karena penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dan siapa
yang memiliki andil dalam situasi tersebut. Marketplace NFT sebagai pengelola tempat
perdagangan karya seni tidak diperkenankan untuk mengabaikan penjualan atau penggandaan
karya yang timbul dari pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU HC.
Mereka benar-benar memberikan kebijakan pada websitenya dengan menghapus pengelolaan
tempat jual beli, khususnya platform marketplace NFT, sebagai pihak yang juga bertanggung
jawab atas pelanggaran hak cipta.[5]

KESIMPULAN

Dimungkinkan untuk mengubah merek dagang menjadi NFT dan memperdagangkannya
sebagai aset digital. Dalam hal ini, pemilik merek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
hak merek dagang sebelumnya tidak dilanggar oleh penjualan dan penggunaan merek dagang
mereka melalui NFT. Akibatnya, pemilik merek dagang harus mengawasi dan mengatur setiap
penggunaan merek dagang mereka di lingkungan NFT. Merupakan tanggung jawab pemilik
untuk memastikan bahwa merek dagang digunakan secara sah dan tidak menyebabkan
kebingungan konsumen jika muncul dalam seni digital yang diwakili oleh NFT.

Pemilik merek dagang harus mengawasi upaya untuk meniru mereka dan mengambil tindakan
hukum jika perlu. Pemilik merek dagang dalam keadaan ini perlu memastikan bahwa merek
dagang mereka digunakan secara sah dan tanpa merugikan mereka di pasar NFT. Secara umum,
perlindungan merek dagang dapat terpengaruh jika digunakan sehubungan dengan penjualan
NFT. Pemilik merek dagang harus memahami dan melacak bagaimana merek dagang mereka
digunakan di lingkungan NFT untuk melindungi hak merek dagang mereka dan mencegah
pelanggaran hak cipta atau pemalsuan merek dagang.
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